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ABSTRAK 

 

Tesis ini berupaya menelusuri pola dan strategi aktivisme Muslim 

pinggiran di dalam ruang informal Yogyakarta. Subjek kajian ini diangkat sebagai 

peralihan minat sekaligus kritik terhadap representasi masyarakat Muslim yang 

lebih menekankan peran kelas menengah Muslim. Dengan menerapkan 

pendekatan sosiologis-antropologis secara eklektik serta didukung data yang 

diperoleh dari pengamatan partisipatif pelbagai aspek dan konteks yang bernilai 

penting dapat dikemukakan secara jelas. Di samping itu, penggunaan peralatan 

analisis yang berkembang dalam disiplin ilmu sosial khususnya yang tercakup 

dalam teori-teori gerakan sosial membuat pembahasan tentang Muslim pinggiran 

dapat dikatakan menjadi lebih menarik dan memadai. Artinya secara metodologis 

tesis ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap kerangka kajian interdisipliner 

ketika membahas subjek penelitian yaitu Muslim pinggiran yang dalam 

kesempatan ini direpresentasikan oleh Gerakan Anak Bangsa (Gerbang). 

Konsekuensinya, disamping membuat deskripsi tentang bagaimana aktivisme 

Gerbang, kita juga akan mendiskusikan mengapa Muslim pinggiran 

mengorganisir diri dengan membentuk gerakan. Terdapat empat pertanyaan yang 

diajukan dalam tesis ini; Bagaimana konfigurasi sektor informal perkotaan? 

Seperti apa prefigurasi politik informal Muslim pinggiran? Bagaimana mekanisme 

mobilisasi Gerbang? Dan mengapa Gerbang melakukan politik kultural? 

 Sebagai sebuah kategori, Muslim pinggiran sangat berkaitan dengan 

konteks struktural. Dalam struktur material, pembangunan ekonomi di Indonesia 

telah membuat komposisi penduduk lebih terkonsentrasi di kawasan perkotaan. 

Hal ini selain menciptakan suatu mekanisme perekonomian yang dinamis juga 

menyebabkan sebagian penduduk yang tidak terserap dalam bursa lapangan kerja 

terpaksa beraktivitas ekonomi di sektor infomal perkotaan. Karena sektor ini tidak 

memiliki aturan regulasi yang jelas maka wajar kalau para penghuninya pun 

memiliki kerentanan yang tinggi. Di samping itu, kemerosotan institusi demokrasi 

dalam satu dekade terakhir telah membuat sebagian anggota komunitas politik 

keluar dalam diskursus publik. Mereka yang tidak menemukan saluran politik 

bagi aspirasinya cenderung berpolitik secara informal dalam lingkup lokal. 

Dengan demikian, Muslim pinggiran adalah mereka yang mengalami 

‘informalisasi’ dalam tatanan struktur ekonomi-politik masyarakat Indonesia yang 

mayoritas adalah Muslim. 

 Ketika menganalisis pada tingkat lokal ditemikan satu hal menarik bahwa 

industrialisasi pariwisata Yogyakarta rupanya tidak memicu konflik terbuka 

meskipun angka ketimpangan relatif tinggi. Hal ini lebih dipengaruhi oleh masih 

tersedianya sarana ekonomi alternatif sebagai tempat untuk mencari penghasilan 

bagi sebagian penduduk. Dalam situasi yang demikian aktivisme Gerbang dapat 

dipahami sebagai upaya menguatkan posisi Muslim pinggiran. Bentuk perjuangan 
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Gerbang termanifertasi dalam program pemberdayaan kolektif yang bernama 

‘sekolah warga’ dan ‘industri warga.’ Karena praktik pemberdayaan itu 

berlangsung secara partisipatif dan bergantung pada mekanisme solidaritas, maka 

tidak mengherankan jika kemudian diskursus yang terbentuk lebih mengarah pada 

persoalan konkret yang dihadapi oleh para aktivis Gerbang. Dalam sudut yang 

berbeda, formasi diskursus tersebut memunculkan apa yang disebut politik 

kultural yang mana subjektivitas Muslim-Jawa direvitalisasi dan 

dikontekstualisasikan. Jadi, terakhir, aktivisme yang ditunjukkan oleh Gerbang 

berasal dari, dikembangkan oleh dan ditujukan untuk Muslim pinggiran sendiri. 

 

KATA KUNCI:  activism, empowerment, solidarity, social movement, subaltern 

Muslim, informalization, informal politics, cultural 

reproduction and cultural politics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca-reformasi, masyarakat Muslim Indonesia telah menyaksikan dan 

mengalami perkembangan dinamika politik yang kompleks serta pembangunan 

ekonomi yang intens. Berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu otoritarianisme 

Orde Baru, demokrasi disambut dengan gegap gempita sebagai lanskap politik 

dan secara perlahan infrastruktur formal serta kulturalnya mulai terbentuk. 

Hasilnya pun secara berturut-turut adalah kebebasan publik terjamin, 

demiliterisasi pemerintahan sipil, dan tentu saja partisipasi masyarakat dalam 

proses politik. Meskipun proses transisi tersebut memicu konflik berdarah di 

beberapa daerah1 karena kekosongan kekuasaan, bagaimanapun juga 

demokratisasi di Indonesia masih dapat dipandang memiliki masa depan yang 

cerah. Hal ini tentu berkaitan erat dengan konsolidasi demokrasi yang masih 

didukung oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Lebih tepatnya adalah 

masyarakat Muslim secara umum menerima demokrasi dan mereka berperan 

penting dalam menumbuhkan budaya demokrasi. 

Robert W. Hefner yang gema optimisnya paling nyaring pernah 

mengatakan bahwa masa depan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada 

 
1 Gerry van Klinken, Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town 

Wars (New York: Routledge, 2007). 
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peran kelompok-kelompok Islam dalam membangun kebudayaan sipil.2 Namun 

beban yang diberikan kepada kaum Muslim tersebut bukan berarti tidak 

menimbulkan masalah sama sekali. Malah dari sana kemudian muncul suatu 

aspirasi keislaman yang berpotensi dapat menghambat demokrasi.3 Karakteristik 

tertentu dari aspirasi tersebut sering ditandai dengan Islamisme atau yang lebih 

umum sebagai politik Islam. Dalam konteks Indonesia hal tersebut termanifestasi 

dalam gerakan-gerakan sosial-keagamaan yang dapat kita kenali dari sifat mereka 

mulai yang moderat,4 konservatif,5 fundamental,6 hingga radikal7. Dengan begitu 

dapat dikatakan bahwa kebangkitan agama di ruang publik telah membawa suatu 

pluralisme (atau malah fragmentasi) otoritas Islam di tengah masyarakat. 

Awal milenium baru juga sering disebut sebagai titik-balik kebijakan 

ekonomi yang lebih berorientasi pasar (neo-liberal). Hal ini sedikit berbeda 

dengan orientasi kebijakan pemerintahan Soeharto yang masih memprioritaskan 

 
2 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (New 

Jersey: Princeton University Press, 2000). 
3 Diskusi yang mendalam dan mencakup konteks yang luas mengenai topik ini lihat Asef 

Bayat, “Islam and Democracy: What is the Real Question?” (Leiden: Amsterdam University Press, 

2007). Perdebatan mengenai hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia sendiri cukup 

menggairahkan, antara lain lihat Bahtiar Effendy, “Islam and Democracy: In Search of a Viable 

Synthesis,” Studia Islamika 2, no. 4 (1995): 1–19; Olle Törnquist, “Muslim Politics and 

Democracy: The Case of Indonesia,” Journal of Indonesian Islam 1, no. 1 (1 Juni 2007): 1–17; 

Jeremy Menchik, Islam and Democracy in Indonesia : Tolerance Without Liberalism (New York: 

Cambridge University Press, 2016). Untuk diskusi terbaru lihat Robert W. Hefner, “Whatever 

Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On,” Asian Studies 

Review, 2019. 
4 Jeremy Menchik, “Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia,” Asian 

Studies Review, 2019, 1–19. 
5 Martin van Bruinessen, ed., Contemporary Developments in Indonesian Islam: 

Explaining the “Conservative Turn” (Singapore: ISEAS, 2013). 
6 Nikki R Keddie, “The New Religious Politics: Where, When, and Why Do" 

Fundamentalisms" Appear?,” Comparative studies in society and history 40, no. 4 (1998): 696–

723. 
7 Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia,” 

South East Asia Research 10, no. 2 (2002): 117–54. Penjelasan yang lebih lengkap tentang 

gerakan Islam radikal dapat dilihat dalam Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militancy and 

the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia (Ithaca, N.Y: SEAP Publications, 2006). 
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perekonomian rakyat,8 meskipun harus diakui juga bahwa praktik korupsi dan 

kronisme begitu kuat.9 Ketika pembangunan-isme dijadikan panglima dalam 

menata masyarakat, kedudukan kaum Muslim sendiri dalam struktur 

perekonomian cukup memprihatinkan karena selama ini mereka mengisi sebagian 

besar lapisan menengah-bawah.10 Maka wajar saja jika sepanjang empat dekade 

belakangan ini literatur tentang masalah ekonomi yang menyangkut kaum Muslim 

selalu membahas bagaimana mempercepat atau setidaknya menyediakan akses 

untuk mobilitas sosial. Dengan kata lain kemunculan kelas menengah Muslim 

begitu ditunggu-tunggu dalam mentransformasi masyarakat yang lebih makmur 

dan sejahtera. 

Akan tetapi kelas menengah Muslim, sebagaimana yang telah diamati oleh 

Richard Tanter dan Kanneth Young, ternyata malah menunjukkan rasa gelisah 

ketika melihat ke atas maupun memandang ke bawah.11 Kelas menengah Muslim 

dapat dikatakan terperangkap dalam suatu perasaan tertentu yang diperoleh ketika 

posisi ekonomi mereka sangat rawan dan tidak stabil. Oleh sebab itu mereka 

cenderung mendahulukan kepentingan mereka sendiri daripada melakukan 

perbaikan ekonomi untuk masyarakat Muslim secara luas. Terlepas dari itu 

semua, terdapat suatu karakter umum tentang letak kemunculan kelas menengah 

 
8 Muhtar Habibi, Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi dan 

Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980an (Jakarta: Marjin Kiri, 2016). 
9 Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital (New South Wales: Allen & Unwin, 

1986). 
10 Kita dapat berpijak dari dua kajian yang membahas perekonomian bawah dari Lance 

Castles, Religion, Politics, and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry (New 

Haven: Southeast Asia Studies, 1967)  dan Clifford Geertz, Peddlers and Princes: Social Change 

and Economic Modernization in Two Indonesian Towns. (Chicago: University of Chicago Press, 

1963). 
11 Richard Tanter dan Kenneth Young, Politik Kelas Menengah Indonesia (Jakarta: 

LP3ES, 1993). Untuk kajian yang terbaru mengenai topik ini lihat Wasisto Raharjo Jati, Politik 

Kelas Menengah Muslim Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2017). 
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Muslim yaitu daerah perkotaan. Untuk lebih mengenal seperti apa wajah kelas 

menengah Muslim di Indonesia kita harus melihat kondisi masyarakat Muslim 

perkotaan.12 

Sebagian besar literatur yang menyinggung Muslim perkotaan cenderung 

fokus pada dua tema yaitu politik Islam dan penetrasi kapitalisme. Untuk yang 

pertama, diskusi mengenai bagaimana peran dan kepentingan Islam maupun 

Muslim di tengah masyarakat sudah berlangsung lama dan berlapis-lapis sehingga 

sering menimbulkan kerumitan tersendiri dalam memahaminya. Menurut saya 

sebagian besar topik politik Islam kontemporer tidak terlalu jauh dari—jika tidak 

dapat dikatakan mengikuti—cara Clifford Geertz dalam melihat agama yang 

berkembang di Jawa separuh abad yang lalu. Bagi Geertz agama adalah suatu 

sistem simbolik yang memandu seseorang dalam bertindak dan berperilaku 

sehari-hari.13 Secara tersirat ia ingin mengatakan bahwa ide atau gagasan 

beragama yang diterjemahkan dalam sistem simbol akan mendorong dan 

membentuk perilaku seseorang. Politik Islam, kurang lebih mengatakan hal yang 

sama, tidak lain adalah manifestasi suatu gagasan tertentu tentang keislaman yang 

dijadikan sandaran untuk mengubah masyarakat.14 Secara ringkas politik Islam 

merupakan proyek ideologis dari yang sifatnya menyeluruh seperti mendirikan 

negara Islam hingga yang kecil-kecil seperti berjilbab dan kehalalan. Tentu 

kerangka ideologis tersebut baru bekerja ketika masuk dalam struktur masyarakat 

 
12 Penjelasan kelas menengah Muslim yang memperhatikan aspek spatial lihat Gerry van 

Klinken dan Ward Berenschot, ed., In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial 

Towns (Leiden: Brill, 2014). 
13 Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa 

(Jakarta: Komunitas Bambu, 2016). 
14 Peter G. Mandaville, Islam and Politics, Second (New York: Routledge, 2014). 
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modern yang denyut nadinya adalah kontestasi politik, baik lewat peraturan15 

maupun ruang publik16. 

Untuk topik yang terakhir, diskusi lebih mencari jawaban atas pertanyaan 

bagaimana Islam dan Muslim melakukan negosiasi terhadap kapitalisme. 

Jelasnya, sejauh mana etos kapitalisme mempengaruhi cara hidup masyarakat 

Muslim atau berlaku sebaliknya. Seabad yang lalu Max Weber pernah 

mengatakan bahwa kapitalisme itu sesuai dengan etika agama dan malah didorong 

olehnya.17 Pada saat kapitalisme telah dianggap sebagai sesuatu yang mengglobal 

dan tak terelakkan, lalu pertanyaan yang muncul adalah apakah Islam juga 

mengandung etos yang sejalan dengan tuntutan pasar? Atau paling tidak nilai 

keislaman yang mana dan bagaimana yang dapat dicangkokkan dalam 

kapitalisme? Sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, umat Muslim 

tampak kesulitan untuk menolak kapitalisme sehingga secara pragmatis 

mengartikulasikan nilai Islam yang sejalan dengan nilai pasar antara lain sebagai 

etos bisnis,18 makna hidup sejahtera,19 konsumerisme remaja20 dan budaya 

 
15 Untuk peraturan daerah lihat Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist 

Activists and the State in Democratizing Indonesia (London: Cambridge University Press, 2016). 

Selain itu aturan Islam yang direpresentasikan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia juga tidak 

kalah menarik untuk diperhatikan. Pada tahun 2005 fatwa MUI tentang Pluralisme, Sekularisme 

dan Liberalisme mengundang kontroversi di dalam masyarakat. Untuk analisis yang cukup tajam 

untuk masalah ini lihat Piers Gillespie, “Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 

Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism,” 

Journal of Islamic Studies 18, no. 2 (2007): 202–40. 
16 Noorhaidi Hasan, “The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification 

on the Landscape of the Indonesian Public Sphere,” Contemporary Islam 3, no. 3 (2009): 229–50; 

Robert W. Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” Sociology of Religion 62, 

no. 4 (2001): 491–514. 
17 Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (Routledge, 2001). 
18 Daromir Rudnyckyj, “Spiritual Economies: Islam and Neoliberalism in Contemporary 

Indonesia,” Cultural anthropology 24, no. 1 (2009): 104–41. 
19 Najib Kailani, “Aspiring to Prosperity: the Economic Theology of Urban Muslims in 

Contemporary Indonesia” (School of Humanities and Social Sciences UNSW Canberra, 2015). 
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populer21. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim perkotaan secara 

umum bersenyawa secara kreatif dengan kapitalisme. 

Dalam beberapa tahun belakangan ekses kapitalisme dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat mendapat banyak kritikan. Bukan kesejahteraan yang 

dihasilkan oleh corak pembangunan kapitalis tetapi ketimpangan sosial yang 

semakin parah.22 Untuk itu kita perlu menengok bagaimana ketimpangan itu 

bekerja di dalam masyarakat Muslim, baik sebagai bagian masyarakat yang lebih 

luas atau global maupun di dalam dirinya sendiri atau konteks lokal. Dengan kata 

lain masalah pokok yang menjadi pusat perhatian saya adalah persoalan 

(re)distribusi—dalam pengertian yang luas. Apalagi mayoritas umat Islam sendiri 

tinggal di negara-negara berkembang yang problem utama mereka adalah 

bagaimana melakukan percepatan pembangunan sosial-ekonomi agar tidak 

tertinggal terlalu jauh dengan negara-negara lain. Jika kita sependapat dengan 

Ahmet T. Kuru, faktor ketertingggalan umat Islam bukan murni disebabkan oleh 

ajaran Islam itu sendiri atau praktik kolonialisme yang telah membuat Muslim 

tertinggal tiga abad dalam memanfaatkan mesin cetak tetapi lebih pada corak 

relasi antara kelas penguasa, intelektual dan pedagang.23 

 
20 Pam Nilan dan Lyn Parker, Adolescents in Contemporary Indonesia (London: 

Routledge, 2013). 
21 Ariel Heryanto, Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture 

(Singapore: NUS Press, 2014); Andrew N Weintraub, Islam and Popular Culture in Indonesia and 

Malaysia (London: Routledge, 2011). 
22 Lihat Thomas Piketty, Capital in The Twenty-first Century (London: Harvard 

University Press, 2013); Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for The Age of 

Globalization (London: Harvard University Press, 2016). 
23 Ahmet T. Kuru, Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and 

Historical Comparison (Cambridge: Cambridge University Press, 2019). 
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Diskursus kontemporer tampaknya menyeret perhatian kita untuk banyak 

tertuju pada fenomena menguatnya politik identitas yang sebagian dipengaruhi 

oleh fragmentasi otoritas dan semakin beragamnya preferensi nilai di dalam 

masyarakat. Kalau kita telusuri dimana titik akhir dari corak berpolitik yang 

seperti itu jawabannya cukup jelas yaitu suatu bentuk pengakuan baik dari 

institusi negara maupun sesama warga masyarakat. Logikanya, ketika mereka 

diakui maka daya tawar politiknya semakin tinggi dan hal itu akan memperlebar 

jalan dalam memperoleh sumberdaya ekonomi. Mereka yang menggunakan 

kerangka pemahaman identitas tampak kesulitan untuk berbicara ketimpangan, 

kelas bawah atau kelompok marjinal baik yang secara ekonomi maupun secara 

kultural. Meskipun topik tersebut dibicarakan mereka akan selalu dihadang oleh 

kerangka identitas dan sukar untuk melampauinya. Hal tersebut digambarkan 

dengan cukup jelas oleh Vedi R. Hadiz tentang gerakan populisme Islam di 

Indonesia yang daya jangkaunya hanya terbatas pada kelas menengah urban 

terdidik.24 

Saya mengklaim bahwa diskusi akademik mengenai masyarakat Muslim 

telah kehilangan sesuatu yang penting yaitu dimensi kelas beserta masalah yang 

dimunculkannya.25 Dalam upaya mencari kembali, saya menggunakan kategori 

Muslim sebagai titik tolak, yang mana sudah melekat di dalamnya masalah 

simbolik tentang Islam serta masalah empiris tentang kondisi struktural dan 

 
24 Vedi R. Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2016). 
25 Saya berpijak dari kritikan Wertheim atas pandangan Geertz yang melihat masyarakat 

Jawa terbagi secara vertikal menurut orientasi ideologis yang diekspresikan secara struktur dalam 

afiliasi organisasi. Lihat Willem Frederik Wertheim, “From Aliran Towards Class Struggle in The 

Countryside of Java,” Pacific Viewpoint 10, no. 2 (1969): 1–17. 
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material. Konsekuensinya masyarakat Muslim sebagai kerangka acuan akan 

dibahas pertama dalam konteks sosio-historis baru kemudian menganalisis 

dimensi simbolik dalam tindakan mereka.26 Akan tetapi Muslim di sini tidak 

diperlakukan sebagai sosok yang pasif dan terdeterminasi oleh faktor-faktor 

eksternal. Muslim dipandang memiliki derajat otonomi yang tidak jarang menjadi 

aktor utama perubahan dan bertindak resisten terhadap proses sosial yang tengah 

berjalan. Dalam kesempatan ini saya memandang bahwa kelompok Muslim yang 

penting dibahas dalam pengkategorian di atas adalah Muslim pinggiran. 

Perlu kiranya kita menyinggung sekilas tentang apa itu Muslim pinggiran 

dan seperti apa lokus mereka yang bernama sektor informal. Secara tentatif 

Muslim pinggiran dapat dipahami sebagai kelompok Muslim yang menggerakkan 

sektor informal, yang kehidupan mereka dekat dengan garis kemiskinan, keahlian 

terbatas dan oleh karena itu kebanyakan dari mereka gagal melakukan mobilitas 

sosial serta masih memegang erat nilai tradisi. Mereka tinggal di permukiman 

pinggiran kota yang sehari-hari memburuh, menukang, pekerja paruh waktu, 

pengusaha kecil, dan sebagainya. Muslim pinggiran berada dalam zona transisi, di 

satu sisi modernisasi kota meminggirkan mereka namun secara ekonomi mereka 

masih bergantung darinya dan disisi lainnya tradisi desa masih dibiarkan tertanam 

subur dalam tindakan mereka. Dengan kata lain perilaku keseharian mereka 

merepresentasikan tegangan hubungan antara desa dan kota ketika perubahan 

sosial terasa semakin cepat. 

 
26 Bandingkan dengan tulisan-tulisan Kuntowijowo yang membahas transformasi Islam 

dalam kerangka sosial-historis dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017). 
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Untuk sektor informal sendiri kita dapat mengacu pada data statistik yang 

mana hampir seperempat angkatan kerja nasional melakukan kegiatan ekonomi 

lewat usaha dagang maupun jasa.27 Sebelum dipahami sebagai objek kebijakan 

sektor informal sering dianggap sebagai bantalan pengaman ketika penetrasi 

kapitalisme yang serba kompetitif meminggirkan sebagian penduduk. Namun 

setelah sektor informal menjadi objek kebijakan, untuk menggenjot pertumbuhan 

ekonomi lewat intensifikasi arus kapital tentunya, maka sektor tersebut segera 

mengalami komodifikasi yang memaksa orang-orang di dalamnya untuk bersaing 

satu dengan yang lain. Artinya keramahan sektor informal tengah terkikis yang 

tidak jarang membuat para penghuninya kesulitan untuk sekadar bertahan hidup. 

Dalam tesis ini saya mencoba menelusuri bagaimana Muslim pinggiran itu 

terbentuk dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia dan membuat gambaran 

tentang kondisi serta aktivisme mereka ketika penetrasi kapital semakin dalam 

dan situasi politik sering tampil mengecewakan. Dengan menggunakan 

pendekatan sosio-antropologis serta perangkat analisis yang berkembang dalam 

kerangka teori gerakan sosial, saya berargumen bahwa kajian Islam membutuhkan 

penyegaran terutama dalam melihat dinamika masyarakat Muslim dengan 

mempertimbangkan kondisi sosial dan struktural dimana ia tinggal bersama-sama 

dengan sistem simbolik tempat pemaknaan hidup tumbuh. Maka daripada itu 

dibutuhkan kerangka politik baru yang saya sebut sebagai politik kultural yang 

tidak hanya sadar akan kesenjangan dan ketimpangan sosial tetapi juga 

mencerminkan nuansa kultural yang khas. 

 
27 Vivi Alatas dan David Newhouse, “Indonesia Jobs Report: Towards Better Jobs and 

Security for All” (Washington DC: World Bank, 2010). 
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Setelah membahas objek kajian, sekarang tinggal satu persoalan lagi yang 

perlu dituntaskan yaitu menentukan subjek penelitian. Beberapa tahun yang lalu, 

saya mengenal suatu gerakan sosial yang bernama “Gerakan Anak Bangsa” 

(singkat Gerbang) mulai tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Sebagai gerakan 

akar rumput, Gerbang melakukan pengorganisasian yang menyasar masyarakat 

kelas menengah-bawah. Secara umum aktivisme Gerbang berupaya mendorong 

orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesadaran politik, kemandirian, 

serta solidaritas sosial. Satu hal yang khas dari Gerbang adalah mereka 

mengartikulasikan diri sebagai Muslim yang masih terikat dalam tradisi budaya 

(khususnya Jawa). Meskipun demikian, Aktivitas utama mereka selain 

keorganisasian (mungkin lebih tepatnya membangun komunitas) adalah 

melakukan upaya pemberdayaan yang dinamakan ‘Sekolah Warga’. Selain 

sebagai wahana untuk bertukar pengetahuan dan mengasah keahlian, di dalamnya 

orang juga dapat secara bebas ikut berpartisipasi dan corak relasi yang dibangun 

lebih pada ikatan persaudaraan. 

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa Gerbang saya pilih menjadi 

subjek penelitian. Pertama, soal kemudahan akses dalam memperoleh informasi 

yang diperlukan karena telah cukup intens mengikuti perkembangan gerakan. 

Kedua, lebih pada soal keakraban pada kondisi masyarakat Yogyakarta yang telah 

menjadi tempat persinggahan saya selama delapan tahun terakhir. Di samping itu, 

kota budaya ini juga telah membuahkan bertumpuk-tumpuk literatur sehingga 

menimbulkan daya tarik tersendiri bagi diri saya sendiri. Yang terakhir adalah 

soal relevansi, model yang saya buat tentang sektor informal dan Muslim 
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pinggiran dapat direpresentasikan oleh keadaan Gerbang dan situasi yang 

melingkupinya. 

B. Rumusan Masalah 

Pembahasan di atas sebenarnya ingin menyoroti persoalan ketimpangan 

sosial yang terjadi di dalam masyarakat Muslim. Ketimpangan sendiri akan lebih 

mudah dipahami jika kita memperhatikan bagaimana sektor informal perkotaan 

itu terbentuk dan bekerja. Baru setelah itu kita dapat mengarahkan pertanyaan 

bagaimana institusi politik sebagai otoritas pengambil kebijakan menghadapi 

persoalan tersebut? Apa respons kelompok Muslim (pinggiran) jika kemampuan 

negara dalam mengatasi ketimpangan sosial lemah? Lantas dalam kondisi yang 

demikian, bagaimana bentuk perjuangan Muslim pinggiran (Gerbang) dalam 

memperbaiki taraf hidup mereka dalam konteks lokal? Terakhir, mengapa Muslim 

Pinggiran melakukan politik kultural? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Model penelitian yang saya buat berupaya melakukan tilikan teoretis 

dengan mengajukan konsep Muslim pinggiran dan politik kultural sebagai 

kerangka pemahaman atas dinamika ketimpangan sosial yang tengah terjadi di 

dalam masyarakat Muslim. Fokus utama pada Muslim pinggiran tidak lain adalah 

upaya untuk menggeser perdebatan diskursus masyarakat Muslim yang lebih 

dominan muatan ideologis ke dalam dinamika kelas. Tawaran konsep politik 

kultural mengisyaratkan suatu peralihan perhatian yang lebih pada mikro-politik 
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dalam memotret praktik-praktik yang dilakukan oleh Muslim pinggiran untuk 

bertahan serta memberdayakan kondisi mereka sendiri. 

D. Kajian Pustaka 

Di bagian ini saya cenderung ingin menyajikan telaah literatur yang 

membahas tentang gerakan-gerakan sosial Muslim pinggiran secara umum. 

Gerakan sosial dengan latar belakang masyarakat agraris akan dikemukakan 

dahulu kemudian disusul dengan masyarakat perkotaan. Seperti yang sering kita 

dengar bahwa hingga paruh kedua abad dua puluh negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara masih bergantung pada sektor agraris. Salah satu pengamat perubahan 

sosial di kawasan ini yang namanya sangat sulit untuk dilewatkan adalah James C. 

Scott karena telah berhasil menyediakan analisis dan pemahaman yang berharga 

tentang dinamika masyarakat agraris.28 Scott menjelaskan bahwa warisan 

kekuasaan kolonial yang masih bercokol dalam tubuh birokrasi lokal serta makin 

sulitnya memperoleh penghasilan di pedesaan mau tidak mau membuat para 

petani melakukan perlawanan. Karena suara petani tidak terakomodasi dalam 

ruang perdebatan publik, yang biasanya ditujukan untuk mempengaruhi otoritas 

kebijakan, maka mereka lebih cenderung menggunakan ruang komunikasi dan 

interaksi sehari-hari yang disebut hidden transkip sebagai wahana untuk 

menentang dominasi penguasa.29 Sejalan dengan kajian sebelumnya tentang 

 
28 James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in 

Southeast Asia (New Haven: Yale University Press, 1976). 
29 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New 

Haven: Yale University Press, 1990). 



13 

 

 

 

watak resisten kaum tani, Scott melihat kalau relasi kelas dalam skala lokal 

berimplikasi tidak hanya secara sosial tapi juga secara simbolik.30 

Jika Scott melihat dinamika masyarakat agraris dalam perspektif relasi 

kelas dan lebih menyoroti kehidupan harian mereka, lain halnya dengan kajian 

yang dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo yang melihatnya dalam kerangka relasi 

sosial yang kompleks—jika tidak bisa dikatakan pelik. Kartodirdjo juga lebih 

tertarik pada peristiwa sejarah yaitu gelombang radikalisme petani di Banten pada 

akhir abad sembilan belas. Meskipun hasil kajiannya itu kemudian lebih dikenal 

sebagai sejarah sosial yang memiliki analisis yang tajam, yang jelas ia sebenarnya 

ingin menerangkan tentang asal-usul dan konteks yang memungkinkan terjadinya 

konflik berdarah antara kaum tani dengan pemerintah kolonial. Dalam magnum 

opus-nya itu, secara detail ditunjukkan aspek-aspek struktural yang mendasari 

dapat terjadinya peristiwa pemberontakan itu. Yang menarik ia juga 

mengelaborasi dimensi simbolik yang tercermin dalam kepercayaan millenarism 

khas pulau Jawa. Dengan kata lain ia berpendapat bahwa terdapat peran agama 

yang signifikan dalam mendorong radikalisasi petani.31 Baik Scott maupun 

Kartodirdjo memiliki suatu kesamaan dalam melihat dinamika sosial yaitu 

bagaimana masyarakat agraris merespon perubahan sosial yang dipaksakan lewat 

kolonialisme dan modernisme. 

Sekarang kita beralih pada kajian gerakan sosial perkotaan. Harus diakui 

lebih dahulu apabila gerakan sosial yang tumbuh di perkotaan memiliki 

 
30 Blanca Muratorio, “Review Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant 

Resistance - James C. Scoot,” American Ethnologist 14, no. 3 (Agustus 1987): 585–86. 
31 Sartono Kartodirdjo, The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course 

and Sequel : A Case Study of Social Movements in Indonesia (Amsterdam: Springger, 1966). 



14 

 

 

 

kompleksitas tersendiri baik dari segi orientasi, basis massa maupun persoalan 

yang dijadikan fokus perhatian. Pada titik ini saya cenderung memilih literatur 

gerakan sosial perkotaan yang berfokus pada kelompok pinggiran. Asef Bayat 

merupakan salah satu peneliti terdepan mengenai dinamika masyarakat Muslim 

perkotaan khususnya kelas bawah. Awalnya Bayat memiliki ketertarikan pada 

gerakan Islamisme yang muncul sebagai respons terhadap modernisme. Ia lalu 

membuat suatu proyeksi bahwa gerakan tersebut pada waktunya akan kehabisan 

tenaga dan dengan terpaksa bernegosiasi dengan realitas sosial. Ia menyebutnya 

dengan post-Islamisme sebagai penanda peralihan sikap gerakan yang lebih 

akomodatif.32 

Tulisannya yang lain berupaya mengembangkan temuan tersebut, tentu 

dengan cara yang berbeda, dengan menunjukkan bahwa Muslim pinggiran mampu 

melakukan gerakan sosial.33 Dengan mempertimbangkan proses perubahan sosial-

ekonomi, ia berpendapat bahwa kota-kota di negara-negara dunia ketiga segera 

menjadi arena politik baru bagi orang-orang biasa yang diistilahkan sebagai “quite 

encroachment” (gangguan secara diam-diam).34 Bayat menekankan bahwa 

mereka yang melakukan aksi langsung dalam menyediakan keperluan pokok 

mereka sendiri seperti pekerjaan informal, kesempatan bisnis dan ruang publik 

 
32 Argument ini pertama kali muncul dalam artikel Asef Bayat, “The Coming of a 

post‐Islamist Society,” Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East 5, no. 9 (1996): 

43–52. Untuk pembahasan lebih lanjut dalam bahasa Indonesia lihat Asef Bayat, Pos-Islamisme 

(Yogyakarta: LKiS, 2011). 
33 Asef Bayat, “Activism and Social Development in the Middle East,” International 

Journal of Middle East Studies 34, no. 1 (2002): 1–28. 
34 Asef Bayat, “From ‘Dangerous Classes’ to ‘Quiet Rebels’: Politics of the Urban 

Subaltern in the Global South,” International sociology 15, no. 3 (2000): 533–57. 
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dapat dimasukkan dalam cara berpolitik yang baru tersebut.35 Pendeknya 

kehadiran orang-orang biasa menunjukkan suatu tingkat keagenan tertentu di 

tengah struktur ekonomi dan politik yang bersifat ekstraktif.36 

Kerangka kajian Bayat tersebut akan saya pakai sebagai titik tolak dalam 

mengkaji dinamika Muslim pinggiran di Indonesia, khususnya yang berada di 

Yogyakarta. Tentu perbedaan konteks harus segera diberikan catatan. Jika wilayah 

Timur Tengah tidak terlalu bergantung pada sektor pertanian, Indonesia malah 

sebaliknya. Selain itu komposisi penduduk, jenis kebijakan serta corak budaya 

yang berkembang juga berlainan. Oleh karena itu telaah historis mengenai 

perkembangan masyarakat agraris menjadi signifikan untuk dilakukan. Secara 

struktural analisis Bayat dapat dimanfaatkan. Tapi, kita harus selalu berhati-hati 

untuk tidak secara gampang menyepadankannya. Untuk itu diperlukan suatu 

kerangka konseptual yang mampu melihat dimensi kultural sekaligus aspek-aspek 

sosial dan politiknya. 

E. Kerangka Teori 

 Pada bagian ini disinggung persoalan teoretis program riset yang 

membahas aktivisme Muslim pinggiran. Dalam kategori yang lebih luas kita lebih 

mengacu pada teori tindakan kolektif atau lebih spesifik dikenal sebagai teori 

gerakan sosial. Konteks kemunculan teori gerakan sosial tidak bisa lepas dari 

tegangan antara paradigma struktural dan agensi atau secara sederhana dapat 

 
35 Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Second 

(California: Stanford University Press, 2013). 
36 Istilah struktur ‘ekstraktif’ saya pinjam dari ekonom beraliran institusionalist Daron 

Acemoglu. Untuk penjelasan lebih  lanjut lihat Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Why 

Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (London: PROFILE BOOKS, 2012). 
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dibahasakan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik vis a vis unit sosial yang 

mencerminkan tingkat otonomi secara individu maupun kelompok. Pada periode 

sebelumnya, gerakan sosial sangat identik dengan cita-cita perubahan masyarakat 

yang drastis baik itu lewat revolusi ataupun reformasi. Karakteristik yang selalu 

muncul dalam gerakan sosial tersebut adalah tujuannya dalam mereorganisasi 

kekuasaan politik, artinya ia bersifat progresif. Hal itu secara implisit 

mengasumsikan perubahan pada struktur masyarakat. Di masa selanjutnya, ketika 

kekuasaan telah terorganisir dengan baik namun masih menyisakan persoalan 

yang harus diselesaikan, teori-teori gerakan sosial berkembang dengan pesat dan 

menemukan bentuk-bentuk baru. Produk baru tersebut kemudian dikenal dengan 

“New Social Movement” (NSM) yang sering mengundang perdebatan panjang.37 

 Dalam situasi yang seperti itu, para peneliti masyarakat Muslim 

menggelisahkan minimnya literatur yang menggunakan perspektif gerakan sosial. 

Padahal konsep gerakan sosial dinilai mampu melakukan tugas analisis dengan 

lentur dan lebih memadai dalam menangkap realitas.38 Dengan meminjam 

kerangka konseptual mobilitas sumberdaya, diharapkan gerakan-gerakan sosial 

dalam masyarakat Muslim dapat dengan leluasa diidentifikasi segi-segi 

rasionalitas dan strategisnya. Meskipun demikian, dalam suatu kesempatan Bayat 

mengkritisi corak teoretik yang seperti itu dengan mengatakan bahwa penekanan 

pada motif rasional aktor sebagai bagian dari satuan kolektif telah mengacuhkan 

 
37 Steven M Buechler, “New Social Movement Theories,” The Sociological Quarterly 36, 

no. 3 (1 Juni 1995): 441–64. 
38 Quintan Wiktorowicz, ed., Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach 

(Bloomington: Indiana University Press, 2004). 
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bagaimana solidaritas gerakan sosial terbangun.39 Ia kemudian menegaskan 

bahwa gerakan sosial merupakan suatu proses yang harus dipelajari terutama 

sebagai fenomena historis dalam suatu jangka waktu tertentu. 

 Di dalam lingkup teori gerakan sosial tersebut masih tersedia jalan yang 

cukup lebar untuk mengembangkan kerangka konsep baru secara kreatif. Salah 

satunya adalah dengan melihat gerakan sosial dalam dua dimensi yang berbeda 

sekaligus yaitu politis dan kultural. Kedua aspek tersebut muncul dari praktik-

praktik yang menopang kesatuan kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

kemudian berdampak pada klaim yang digunakan sebagai tenaga pendorong yaitu 

klaim kultural. Pada tataran tindakan kolektif, klaim kultural bertugas melakukan 

revitalisasi pemaknaan ulang atas aktivitas yang mereka lakukan dan alami 

sendiri.40 Dengan begitu orientasi gerakan sosial menjadi terbatas pada skala lokal 

atau micropolitik.41 Gerakan sosial berdimensi politis karena kapasitannya dalam 

mengartikulasi diri secara berbeda dengan masyarakat secara umum. Namun 

pembedaan artikulasi diri ini lebih didasarkan pada tegangan antara nilai tradisi 

dan posisi sosial yang mereka tempati dalam struktur masyarakat.42 Politik 

kultural digunakan untuk merujuk aktivisme Muslim yang diarahkan pada hal-hal 

yang berkaitan erat dengan praktik sosio-kultural serta cara pengartikulasian atas 

hubungan yang terbentuk di dalamnya. 

 
39 Asef Bayat, “Islamism and Social Movement Theory,” Third World Quarterly 26, no. 6 

(2005): 891–908. 
40 Sonia E Alvarez, Evelina Dagnino, dan Arturo Escobar, “Introduction: The Cultural 

and the Political in Latin American Social Movements,” in Cultures of Politics/Politics of Cultures 

(Colorado: Westview Press, 1998), 1–30. 
41 Benjamin Soares dan Filippo Osella, “Islam, Politics, Anthropology,” Journal of the 

Royal Anthropological Institute 15 (2009): 1–23. 
42 Pierre Bourdieu, Outline of A Theory of Practice (London: Cambridge University 

Press, 2013). 
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F. Metode Penelitian 

 Pendekatan yang cocok untuk memotret fenomena gerakan sosial dalam 

skala lokal tanpa membuang konteks struktural dan historis yang melingkupinya 

adalah pendekatan sosiologis-antropologis. Lebih jelasnya pendekatan 

sosio(historis) digunakan untuk menerangkan pembentukan sektor informal 

perkotaan. Selain itu pendekatan institutional dipakai untuk melihat respons-

respons politik dari masyarakat ketika demokrasi merosot. Di sini yang menjadi 

sorotan adalah aspek struktural. Kemudian pendekatan antropologis bertugas 

untuk menangani aktivisme Muslim pinggiran terutama dari dimensi kultural dan 

politisnya. Tentu dua pendekatan tersebut memiliki konsekuensi jenis pekerjaan 

yang saya lakukan. Pertama tentang pekerjaan menelaah literatur yang relevan 

terhadap topik bahasan. Terakhir adalah melakukan pengamatan-partisipatif 

terhadap aktivitas gerakan Muslim pinggiran serta melakukan interview kepada 

beberapa orang yang merepresentasikan gerakan. 

Untuk tugas yang pertama saya mengumpulkan bahan bacaan dari buku-

buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah, laporan resmi dan data statistik. Sebagian besar 

bahan tersebut dapat diakses dan tersedia secara daring. Dalam memilih literatur, 

saya sengaja lebih banyak mengacu pada sumber yang berbahasa Inggris 

dibandingkan versi bahasa Indonesia. Sedikitnya acuan literatur berbahasa 

Indonesia bukan disebabkan oleh kajian kontemporer yang membahas topik yang 

relevan kurang menarik atau tidak berguna, namun lebih pada keterbatasan 

pengetahuan saya serta kesulitan dalam mengakses. Tugas kedua yang tidak lebih 

banyak menyita waktu saya lakukan dengan cara mengamati serta ikut 
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berpartisipasi di dalam gerakan. Saya mengikuti beberapa kegiatan yang dirasa 

penting untuk bahan pembahasan. Catatan lapangan adalah salah satu sumber data 

yang diperoleh. Di samping itu poster, foto dan keterangan kegiatan yang 

diperoleh dari dokumentasi internal maupun yang tersebar di media sosial juga 

dipakai untuk data pelengkap. Untuk menguatkan dan mengafirmasi temuan 

lapangan dilakukan juga interview secara personal dan diskusi secara 

berkelompok. Dalam memilih para informan, saya mempertimbangkan peran 

mereka serta intensitas keterlibatan dalam gerakan. Adapun dalam teknik 

wawancara saya lebih menggunakan pointer-pointer masalah yang kemudian 

ditanyakan sehingga informan dapat merasa leluasa mengatakan apa yang mereka 

ketahui. 

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori. Bersamaan dengan 

itu dilakukan analisis data yang kemudian di interpretasikan dalam suatu kerangka 

pembahasan tertentu. 

G. Sistematika Pembahasan 

Alur penulisan yang disajikan terdiri dari empat bab utama dengan 

tambahan pendahuluan di awal dan kesimpulan di akhir. Strategi pembahasan ini 

paling tidak harus mampu memberikan jawaban secara sistematis atas rumusan 

masalah yang diajukan di atas. Terdapat tiga hal yang ingin saya telusuri. Pertama 

tentang konfigurasi sektor informal dalam lintasan sejarah yang menentukan 

kedudukan Muslim pinggiran dalam realitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya 
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pembahasan diarahkan pada konteks dan strategi aktivisme Muslim pinggiran 

yang direpresentasikan oleh gerakan anak bangsa (Gerbang). Terakhir tentang 

politik kultural yang dipraktikkan oleh Gerbang. Garis besar pembahasan tersebut 

dapat diurutkan sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan 

Bagian ini menyediakan pembahasan mengenai latarbelakang topik penelitian 

sehingga penting untuk diteliti. Dari situ kita kemudian dapat mengajukan 

beberapa rumusan pertanyaan yang bertugas menjadi jangkar penelusuran. Tidak 

ketinggalan pula landasan teoretis serta skema metodologi yang digunakan 

sebagai perangkat sekaligus pembatas ruang lingkup penjelasan. 

Bab Kedua, Transformasi Masyarakat Agraris dan Pembangunan: 

Membentuk Sektor Informal Perkotaan 

Pada bagian ini persoalan yang perlu dibahas adalah bagaimana sektor informal 

perkotaan terbentuk. Dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik, 

sektor informal perkotaan merupakan produk dari proses transformasi 

perekonomian agraris menuju perekonomian modern yang ditandai oleh fenomena 

urbanisasi. Dalam proses transformasi ini, paling tidak, kita akan mengelaborasi 

dua faktor yang bersifat konstitutif yaitu komposisi demografi dan kebijakan 

ekonomi. Dalam bagian ini saya juga ingin menunjukkan adanya suatu derajat 

paralelisme kondisi sektor informal dengan apa yang sering disebut sebagai 

‘involusi pertanian.’ 

 Bab Ketiga, Kemerosotan Institusi Demokrasi: Persimpangan Masyarakat 

Sipil dan Masyarakat Politis di Indonesia 
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Diskusi selanjutnya menyoroti struktur sosio-politik pasca-reformasi yang 

tampaknya jalan ditempat. Kondisi tersebut berhubungan erat dengan performa 

institusi politik yang dijalankan oleh para pengambil kebijakan sering memicu 

kekecewaan publik. Kemudian pembahasan diarahkan untuk menelusuri 

bagaimana model respons masyarakat dalam menghadapi hal tersebut. Dengan 

menggunakan tiga model respons yang dikenalkan oleh Albert O. Hirschman, kita 

akan menganalisis konfigurasi warga masyarakat yang bersuara, loyal dan keluar 

dalam saluran-saluran politik. Dari situ kita akan mengkaji ulang relevansi konsep 

masyarakat sipil ketika dihadapkan pada realitas masyarakat bekas jajahan. 

Karena ruang publik dalam masyarakat sipil cenderung dipenuhi oleh aspirasi 

kelas menengah maka saya mengajukan konsep tandingan yang bernama 

masyarakat politis yang dapat menangkap realitas politik kaum pinggiran yang 

lebih berpolitik secara informal. 

 Bab Keempat, Aktivisme Gerakan Anak Bangsa: Membangun Solidaritas 

Kolektif di Era Industrialisasi Pariwisata Yogyakarta 

Pada bagian ini kita akan mendiskusikan proses mobilisasi gerakan Muslim 

pinggiran dalam konteks lokal Yogyakarta. Konteks lokal ini paling tidak 

dibentuk oleh perubahan struktur sosial-ekonomi yang sering disebut sebagai 

industrialisasi pariwisata. Salah satu dampak negatif dari perubahan itu adalah 

terpinggirnya sebagian warga yang kalah bersaing dalam arena ekonomi. Oleh 

karena itu gerakan anak bangsa (Gerbang) muncul sebagai upaya untuk 

memberdayakan kaum pinggiran. Upaya tersebut diaktualisasikan lewat program 

sekolah warga yang independen dan partisipatif serta dalam industri warga yang 
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menekankan solidaritas kolektif. Di samping itu kita juga akan menyinggung 

peran teknologi informasi-komunikasi dalam membangun diskursus gerakan yang 

dekat dengan pengalaman konkret para aktivis Gerbang. 

 Bab Kelima, Politik Kultural Muslim Pinggiran: Diskursus, Kuasa 

Simbolik dan Arena Produksi Kultural 

Diskusi pada bagian ini lebih ditujukan untuk melakukan analisis reflektif 

terhadap aktivitas Gerbang dengan kerangka politik kultural. Hal pertama yang 

perlu dibahas adalah konteks perkembangan konsep politik kultural yang lekat 

dengan gerakan-gerakan sosial baru. Sebagai bangunan konsep, politik kultural 

juga memerlukan pendasaran teoretik yang menjelaskan bagaimana kaitan antara 

kultur dan praktik. Setelah itu kita akan membahas posisi Muslim pinggiran dalam 

arena reproduksi kultural masyarakat Muslim. Dapat dikatakan bahwa posisi 

Muslim pinggiran merupakan konsekuensi dari konfigurasi habitus yang tidak 

memiliki fungsi strategis dalam tatanan modern. Kondisi yang demikian memaksa 

Muslim pinggiran melangsungkan politik kultural yang di satu sisi memperoleh 

daya inspirasi dari sumberdaya kultural dalam tradisi Muslim-Jawa dan di sisi 

yang lain mereka membuka ruang-ruang alternatif yang otonom dari jangkauan 

otoritas sebagai ruang berekspresi. 

Bab Keenam, Kesimpulan 

Kerangka penjelasan ditutup dengan rangkuman atas pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Tidak lupa juga dikemukakan hasil-hasil temuan 

signifikan yang diperoleh dalam analisis terhadap aktivisme gerakan Muslim 
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pinggiran. Terakhir, dilakukan pembahasan mengenai keterbatasan dan prospek 

topik penelitian di masa depan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Secara keseluruhan, diskusi yang telah kita kemukakan di depan hendak 

menganalisis subjek Muslim pinggiran dalam konteks tertentu dengan 

menggunakan perspektif inter-disipliner. Subjek ini dipilih karena saya ingin 

menekankan bahwa yang memiliki daya agensi tidak hanya kelas menengah 

Muslim saja tetapi juga kelompok Muslim yang memiliki posisi sosial tidak 

menguntungkan. Dengan demikian pembahasan mengenai Muslim pinggiran 

dapat dipahami sebagai penegasan minat kajian yang kritis terhadap struktur 

ekonomi dan dominasi politik serta sensitif terhadap gerak subjek dalam arena 

reproduksi kultural. 

Dalam mendiskusikan Muslim pinggiran, saya memandang bahwa 

konfigurasi material dimana mereka mencari penghidupan adalah titik berangkat 

yang cukup solid. Pembahasan tentang basis material ini dilakukan semata-mata 

untuk melihat lebih jauh bagaimana Muslim berjuang memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Pada abad dua puluh satu laju urbanisasi yang massif membuat lanskap 

perekonomian kota terbelah menjadi dua yaitu sektor formal dan informal. Bagi 

yang memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang cukup peluang untuk 

terintegrasi dalam sektor formal jadi semakin besar. Sebaliknya, bagi yang 

berketrampilan rendah cenderung akan terserap dalam sektor informal. Dalam 

konteks lokal Yogyakarta, sektor informal adalah ruang penghidupan bagi 
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sebagian besar penduduk. Berkaitan dengan hal ini saya berpendapat bahwa 

meskipun Yogyakarta menunjukkan angka ketimpangan yang tinggi namun yang 

jelas konflik kelas relatif tidak mengemuka sebagaimana yang kerap terjadi di 

negara industrial karena landskap perkotaan masih menyediakan ruang-ruang 

alternatif untuk aktivitas ekonomi seperti berdagang dalam skala kecil maupun 

menjadi pekerja paruh waktu. Di ruang ini pula Muslim pinggiran melakukan 

aktivitas ekonomi yang tidak jarang disertai dengan suatu mekanisme pertahanan 

diri tertentu. 

Situasi politik setelah reformasi 1998 segera melahirkan optimisme bagi 

kekuatan sipil yang membuat sebagian kaum informal mulai berharap akan 

adanya suatu perbaikan taraf kesejahteraan. Namun dalam dekade kedua era 

reformasi, institusi demokrasi yang menjadi saluran utama harapan mereka malah 

menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Hal ini membuat kaum informal 

cenderung merespons kemunduran institusi demokrasi dengan keluar dari 

diskursus publik. Sebaliknya, kelas menengah (Muslim) malah menunjukkan 

respons yang sangat vokal dalam ruang publik. Namun suara mereka lebih 

mewakili aspirasi yang disebut politik Islam dan kesalehan sehingga 

meninggalkan persoalan taraf kesejahteraan masyarakat secara umum. Perbedaan 

cara merespons ini berimplikasi pada keterbatasan tesis masyarakat sipil di negara 

mayoritas Muslim yang pernah dipostulatkan oleh Robert W. Hefner. Kaum 

informal lebih dapat dipahami sebagai bagian dari masyarakat politis yang 

cenderung berpolitik secara temporer dan pragmatis. Bagi mereka perbaikan taraf 
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kesejahteraan dalam bentuk kebijakan pemerintah tidak terlalu menarik karena 

sudah nyaman dengan keunggulan yang sekarang mereka miliki. 

Dengan kondisi struktur ekonomi-politik yang demikian, satu hal yang 

penting untuk diperhatikan adalah bentuk-bentuk perjuangan kaum informal 

seperti yang ditunjukkan dalam aktivisme gerakan anak bangsa (Gerbang) di 

sektor informal Yogyakarta. Gerbang lebih mengorientasikan gerakannya pada 

persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh Muslim pinggiran. Persoalan itu 

disaring dalam ruang diskusi inklusif yang disebut ‘warkop’. Dari dalam ruang ini 

kemudian pada aktivis Gerbang didorong untuk membuat program pemberdayaan 

yang bernama ‘sekolah warga’. Karena mekanisme pengorganisasian sekolah 

warga yang khas, tidak mengherankan jika Muslim pinggiran disamping menjadi 

lebih terampil juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Di samping itu aktivisme 

program ‘industri warga’ dilakukan dengan cara memberikan pendampingan 

untuk rumah tangga warga Gerbang dalam melakukan bisnis usaha. Dua strategi 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Gerbang tersebut tidak bisa dilepaskan dari 

konteks perekonomian informal Yogyakarta yang terkenal fleksibel. Bagi Muslim 

pinggiran, memiliki ketrampilan tertentu atau berbisnis secara informal adalah 

satu-satunya jalan yang tersedia untuk memperbaiki taraf kesejahteraan. 

Politik kultural Muslim pinggiran, yang direpresentasikan oleh Gerbang, 

dapat dikatakan menunjukkan suatu vitalitas subjektif yang mengambil inspirasi 

dari tradisi Muslim-Jawa. Tradisi ini masih mengakar kuat dalam ruang 

kehidupan kultural masyarakat Yogyakarta. Artinya aktivisme Gerbang disamping 

berupaya untuk merevitalisasi tradisi ‘srawung’ juga mampu memberikan 
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interpretasi ajaran Islam dalam konsep ‘abdan abdiya’ yang mana menjadi 

Muslim berarti memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya atau memiliki 

ketrampilan bermuamalah. Dengan membuka ruang-ruang alternatif maka tidak 

mengherankan apabila ekspresi religio-kultural para aktivis Gerbang dapat 

berkembang dengan semarak. Dengan demikian saya berargumen bahwa politik 

kultural yang ditunjukkan oleh Gerbang mengindikasikan suatu perlawanan 

kekuatan lokal dalam merespons perubahan sosial yang bernama modernisasi atau 

yang terbaru globalisasi. Bentuk perjuangan Muslim pinggiran tersebut juga 

menampilkan karakter yang cukup berbeda dengan gerakan politik Islam yang 

bertumpu pada jaringan ideologi yang ditransmisikan oleh otoritas agama. 

Terakhir, dalam kaitannya dengan mekanisme pertahanan diri orang-orang 

pinggiran saya berpendapat bahwa jika dahulu para petani menerapkan strategi 

yang disebut berbagi kemiskinan (shared poverty) tampaknya untuk saat ini para 

kaum informal lebih cenderung menggunakan strategi yang saya sebut berbagi 

ketrampilan kultural (shared cultural capacity). Strategi ini terbukti cukup efektif 

karena kondisi sektor informal perkotaan yang semakin luas cenderung membuka 

kesempatan kerja bagi mereka yang memiliki kapasitas kultural tertentu. 

B. Saran 

 Dari runtutan diskusi dimuka saya mengakui bahwa pembahasan yang 

ditawarkan masih sangat sederhana dan terbatas. Paling tidak, sebagai langkah 

pendalaman, saya ingin mengajukan tiga saran kepada para peneliti selanjutnya 

yang memiliki minat kuat terhadap dinamika masyarakat Muslim. Pertama, dalam 
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tataran teoretik, saya kira konsep politik kultural masih perlu dikaji secara kritis 

agar diperoleh suatu kerangka pemahaman yang lebih detail. Mungkin dalam 

kasus-kasus tertentu, konsep ini bersinggungan dengan cakupan konsep 

masyarakat sipil yang telah banyak diperdebatkan sebagai wahana partisipasi 

demokrasi kaum Muslim. Di samping itu konsep ini juga perlu diuji kembali 

dalam membaca fenomena gerakan-gerakan sosial yang lahir dalam masyarakat 

Muslim. 

Yang kedua dari segi metodologi, saya berharap para peneliti dalam kajian 

keislaman mulai membuka diri dengan kerangka inter-disipliner ketika membahas 

suatu topik tertentu. Memang dibutuhkan pemahaman yang luas dan mendalam 

serta daya kreativitas yang tinggi untuk menyajikan suatu penjelasan lintas 

disiplin, namun yang jelas hal yang demikian sangat menantang untuk dilakukan. 

Dalam membahas aktivisme Muslim pinggiran saya telah menyaksikan 

bagaimana kerangka inter-disipliner sanggup menjanjikan pembacaan baru yang 

lebih memadai. 

Untuk yang terakhir lebih pada objek kajian. Kategori Muslim pinggiran, 

sebagai bentuk kritik sekaligus peralihan minat terhadap kelas menengah Muslim, 

belum menyajikan bukti empiris yang mencukupi untuk dikatakan sebagai konsep 

yang koheren. Oleh karena itu penelitian berikutnya harus dapat memperdalam 

pelbagai aspeknya dalam konteks-konteks tertentu. 
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